
WALIKOTA PALANGKA RAYA 

PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA 
NOMOR 5 TAHUN 2019 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN 

PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 
KOTA PALANGKA RAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1)

Mengingat 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit

Pelaksana Teknis bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dapat

membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);

b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Rumah Potong Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian Kota Palangka Raya untuk melaksanakan kegiatan

teknis operasional berdasarkan kebutuhan daerah yang telah

memenuhi kriteria dan ketentuan Peraturan Perundang

Undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan

Walikota Palangka Raya tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Pada Dinas Ketahanan

Pangan Dan Pertanian Kota Palangka Raya;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik

Indonesia .Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2753);
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2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah di ubah dengan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

UndangsUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5619);

3. Undang0Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republiklndonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 354 7) sebagaimana telah di ubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887);
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pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah Otonom. 

3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian

kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi

tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan.

4. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi

fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta

administrasi pemerintahan dan pembangunan.

5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota

Palangka Raya.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian Kota Palangka Raya.

8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian Kota Palangka Raya.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD

adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan

pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka

Raya.

10. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya.

11. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada

Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan

dan Pertanian Kota Palangka Raya.

12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata

Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional

yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
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